
WALIKOTA LUBUKLINGGAU

PERATURAN WALIKOTA LUBUKLINGGAU
NOMOR 3g TAHUN 2013

TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA LUBUKLINGGAU,

Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional perlu menyusun
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota LubuklinggauTahun 2013:

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 32 tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Rencana Kerja
Pembangunan Daerah Tahun 2013 perlu menyusunPerubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota
Lubuklinggau Tahun 2013:

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Walikota tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2013.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentangPembentukan Kota Lubuklinggau (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41 14),

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4286):

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaranan Negara Republik Indonesia Nomor 442 1),

4. Undang -
Undangeg'j f



10.

11.

12.

13.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4844):

4.

. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang5.
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438):
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578),

6.

. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2013 Tentang7.
Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2014:

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 20068.
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006:

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 tahun 20129.
tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian, dan
Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun
2013,
Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
Kota Lubuklinggau (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau
Tahun 2006 Nomor 5 Seri A),
Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 16 Tahun
2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka PanjangDaerah Kota Lubuklinggau Tahun 2005-2025 (Lembaran
Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2009 Nomor 16):
Peraturan Walikota Lubuklinggau Nomor 27 Tahun 2012
tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota
Lubuklinggau Tahun 2013 (Berita Daerah Kota
Lubuklinggau Tahun 2012 Nomor 27):
Peraturan Walikota Lubuklinggau Nomor 33 Tahun 2013
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Kota Lubuklinggau Tahun 2013 - 2017 (BeritaDaerah Kota Lubuklinggau Tahun 2013 Nomor 33)

MEMUTUSKAN :
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Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN RENCANA
KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN
2013.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

(1) Daerah adalah Kota Lubuklinggau.
(2) Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur

penyelenggara pemerintahan daerah.
(3) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD

adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Lubuklinggau.
(4) Walikota adalah Walikota Lubuklinggau.
(5) Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan SKPD

adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Lubuklinggau.
(6) Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat dengan RKP

adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 1 (satu) tahun.
(7) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya

disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5

(lima) tahun.
(8) Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD

adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau
disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah.

(9) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat
APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang
disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan
Peraturan Daerah.

(10) Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang
diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai dan rasional
untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu.

(11) Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi
yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari
waktu ke waktu.

(12) Prioritas dan sasaran pembangunan adalah fokus atau agenda
pembangunan tahunan yang berasal dari arah kebijakan RPJMD pade
tahun berkenaan.
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BAB II
ISI

Pasal 2

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2013, adalah dokumeri
perencanaan pemerintah daerah untuk periode 6 (enam) bulan yang dimula.
pada tanggal 1 Juli 2013 dan berakhir tanggal 31 Desember 2013.

Pasal 3

Perubahan RKPD Tahun 2013 merupakan penjabaran dari RPJMD Kote:
Lubuklinggau Tahun 2013-2017 yang ditetapkan dalam Peraturan Walikote.
Lubuklinggau Nomor 33 Tahun 2013 dan mengacu pada Rencana Kerje
Pemerintah Tahun 2013 yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomo:
54 Tahun 2012, hal ini bertujuan untuk menjamin keterpaduan dar.
konsistensi antara Perencanaan Pembangunan Tahunan dan Perencanaari
Pembangunan Jangka Menengah serta Perencanaan Pembangunan Nasional.

Pasal



Pasal 4

Perubahan RKPD memuat Prioritas Pembangunan Daerah, Sasaran dan
Target Kinerja yang akan dicapai, Arah Kebijakan dan Fokus Pembangunan
serta Rancangan Kerangka Ekonomi Makro Daerah berikut pendanaannya
sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 5

(1) Perubahan RKPD Tahun 2013 merupakan Pedoman Pemerintah Daerah
dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Perubahan (RAPBDP) Tahun Anggaran 2013.

(2) Dalam rangka penyusunan RAPBDP Tahun 2013, Pemerintah Daerah
menggunakan perubahan RKPD Tahun 2013 sebagai bahan pembahasan
kebijakan umum perubahan dan prioritas anggaran perubahan di Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah.

(3) Satuan Kerja Perangkat Daerah menggunakan Perubahan RKPD Tahun
2013 dalam melakukan pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran
Perubahan SKPD dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Lubuklinggau.

Ditetapkan di Lubuklinggau
pada tanggal, IT Jumi 2018

,
WALIKOTA L

BUKLINGGAU, /t”yA

SN. PRANA SOHE

Diundangkan di Lubuklinggau
pada tanggal (T JUNI 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU,

H. PARIGAN
Pembina Utama Madya
NIP. 19561017 198603 1 002

BERITA DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2013 NOMOR 32


